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Pelaku tindak pidana atau tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum 
dari seorang advokat penting untuk mencegah terjadinya kekuasaan aparat yang 
sewenang-wenang dan untuk menegakkan hak-hak asasi tersangka. Permasalahan 
dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan advokat dalam mendampingi klien pada 
perkara pidana di tingkat penyidikan, bagaimana hambatan dan upaya yang dihadapi 
advokat dalam mendampingi klien pada perkara pidana di tingkat penyidikan. 

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan jenis penelitian yang 
dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif. Data yang dipergunakan adalah data 
sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (field research). 
Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. 

Kedudukan advokat dalam mendampingi klien pada perkara pidana di tingkat 
penyidikan sangatlah urgen karena pemberian bantuan hukum terhadap tersangka 
merupakan kewajiban Advokat untuk menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap 
hak asasi manusia, termasuk juga hak asasi pelaku tindak pidana yang merupakan hak 
konstitusional. Advokat memberikan perannya dalam semua tingkat pemeriksaan yakni 
peran di tingkat penyidikan advokat sudah mulai melakukan pendampingan dan 
mengikut jalannya penyidikan agar hak-hak tersangka bisa terpenuhi dan tidak ada 
tekanan maupun paksaan dari penyidik. Pemberian bantuan hukum terhadap pelaku 
tindak pidana menjadi penting terkait dengan prinsip equality before the law (setiap 
orang sama dipandang dihadapan hukum) asas ini menuntut adanya hak bantuan 
hukum, melalui penyediaan bantuan hukum terdakwa/tersangka pelaku tindak pidana. 

Berdasarkan pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa hambatan dalam 
melakukan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka adalah tiada dasar hukum 
bagi Advokat untuk memperoleh perlindungan hukum apabila mengalami ancaman 
yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, dan hal tersebut lain dengan 
penegak hukum lainnya.  Upaya mengatasi hambatan pemberian bantuan hukum yaitu 
mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hUkum bagi tersangka.  
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